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Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa
kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur dalam
Pasal 372 yang di rumuskan sebagai berikut “barang siapa dengan sengaja
dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian
milik orang lain, yang ada dalam kekuasaaannya bukan karena kejahatan,
diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau denda paling banyak Rp.900.00(sembilan ratus rupiah)”.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, maka jika
ditelah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur — unsur subyektif dan
obyektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen);
sesuatu benda (eenig goed); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
yang benda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur
subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (wederrechtelijk).

Pemahaman akan makna penggelapan dalam rumusan di atas tidak
diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti
arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang kedalam bahasa
Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, sebenernya

bagi masyarakat Belanda diartikan secaara luas (figurlijk), bukan diartikan



seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak

terang atau gelap®.

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis yang berkenaan
dengan penggelapan , yaitu penggelapan yang berasal dari utang-piutang
berdasarkan putusan nomor 30/Pid.B/2018/PN Grt. Dalam kasus tersebut
bahwa Cucu Suryati alias Bibi Ayu binti masri pada kamis tanggal 09 Maret
2017 atau setidak-tidak nya dalam bulan Maret tahun 2017 di Kp.Malati
Kaler | Rt.02 Rw.06 desa padaasih kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negri Garut . dengan sengaja memiliki dengan
melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena

kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti banyak
hak-hak terdakwa tidak di berikan oleh penyidik atau penuntut umum dalam
sidang pengadilan, tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Kkitab
undang-undang hukum acara pidana sering diabaikan oleh para penegak
hukum. Sehingga apa yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut
belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai mana mestinya agar peradilan

sederhana, cepat dan biaya ringan. KUHAP telah menentukan “pembatasan”
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jangka waktu penahanan dan memberikan hak kepada tersangka atau
terdakwa untuk di keluarkan dari tahanan demi hukum, apabila telah lewat
waktu penahanannya (Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4)
KUHAP), serta hak untuk “segera mendapat pemeriksaan” pada tingkat
penyidikan maupun hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam
sidang pengadilan guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya (Pasal 50

KUHAP).

KUHAP juga telah menentukan bahwa penyelidik atau penyidik
yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya
suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana, wajib segera
melakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 102 ayat (1), Pasal
106 KUHAP). Demikian juga mengenai kerja antara penyidik dan penuntut
umum, ditentukan penyidik wajib segera menyerahkan perkara kepada
penuntut umum dan apabila penyidikan kurang lengkap, penuntut umum
segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk di lengkapi
dan dalam waktu 14 hari, penyidik harus sudah menyampaikan kembali

berkas perkara itu (Pasal 110 jo. Pasal 138 KUHAP).

Namun apabila kita mengamati praktek penegak hukum di indonesia
dalam perkembangan selama 38 (tiga puluh delapan) tahun sejak
disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, karena dalam realitanya

telah terjadi banyak penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang



tersebut, yang dilakukan oleh unsur-unsur pendukung dalam proses
penegakan hukum. Lambatnya pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana,
peradilan yang berbelit-belit, dan banyaknya biaya yang harus di keluarkan,
adalah beberapa fenomena penyimpangan. Didalam penegakan hukum. Hal
ini tentu bertentangan dengan maksud dan tujuan di tetapkan undang-
undang tersebbut ini memperlihatkan kepada kita sebagaimana hukum
dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan di tulis dalam teks,
sebagai konsekuensi maka tidak heran dalam banyak media dapat di temui
tulisan yang bersifat menghakimi institusi peradilan dan keadaan demikian
tentu akan mengurangi rasa percaya dari masyarakat yang sedang mencari
keadilan.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil atau sepele,
karena berhubungan dengan misi utama hukum sebagai sarana mencapai
keadilan, kepastian dan ketertiban, serta sangat besar pengaruhnya terhadap
pembentukan wajah hukum di indonesia. Inilah yang mendorong peneliti
untuk meneliti hal tersebut, karena itu peneliti akan mengemukakannya
dalam bentuk studi kasus dengan judul : STUDI KASUS DALAM
PERKARA NO.30/PID.B/2018/PN GRT TENTANG PENGGELAPAN
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